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KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas
limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga buku vyang berjudul
Perkembangan Hukum Tata Negara di Indonesia ini dapat diselesaikan
dengan baik. Buku ini disusun sebagai referensi akademik yang membahas
berbagai aspek penting dalam Hukum Tata Negara, khususnya dalam konteks
perkembangan sistem ketatanegaraan di Indonesia.

Buku ini membahas beberapa aspek fundamental dalam Hukum Tata
Negara, mulai dari Pengenalan Hukum Tata Negara sebagai dasar
pemahaman, Prinsip Konstitusi sebagai Bagian dari Objek Kajian Hukum Tata
Negara, hingga kajian mengenai Lembaga-Lembaga Negara yang berperan
dalam sistem ketatanegaraan. Selain itu, buku ini juga mengulas Sumber
Hukum Tata Negara, Pemerintah Daerah dan Otonomi Daerah, serta Lembaga
Kepresidenan sebagai institusi yang memiliki peran sentral dalam
pemerintahan. Pembahasan mengenai Hak Asasi Manusia, Demokrasi, serta
Partai Politik dan Pemilu juga disertakan sebagai bagian dari dinamika politik
dan ketatanegaraan di Indonesia.

Kami menyampaikan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah
memberikan dukungan dalam penyusunan buku ini, baik dalam bentuk saran,
masukan, maupun referensi akademik yang memperkaya isi buku. Ucapan
terima kasih juga kami sampaikan kepada para akademisi, mahasiswa, serta
praktisi hukum yang menjadi bagian penting dalam pengembangan kajian
Hukum Tata Negara di Indonesia.

Harapan kami, buku ini dapat menjadi sumber informasi yang bermanfaat
bagi para pembaca, baik mahasiswa, akademisi, maupun praktisi hukum,
dalam memahami dan menganalisis perkembangan Hukum Tata Negara di
Indonesia. Semoga buku ini dapat memberikan wawasan yang lebih luas dan
menjadi kontribusi dalam peningkatan pemahaman tentang sistem
ketatanegaraan di Indonesia.

Februari, 2025
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BAB 1
PENGENALAN HUKUM TATA NEGARA

A. DEFINISI HUKUM TATA NEGARA

1.

Pengertian dan Istilah
Hukum Tata Negara pada dasarnya adalah hukum yang mengatur

organisasi kekuasaan suatu Negara beserta segala aspek yang berkaitan
dengan organisasi Negara tersebut. Di dalam ranah Hukum Ketatanegaraan,
terdapat sejumlah istilah yang dikenal, antara lain:?

a.
b.

State Law fokus utamanya adalah pada Hukum Negara.

State Recht (dalam bahasa Belanda) dimana State Recht dibedakan antara:
1) Arti luas Staat Recht in Ruinenzin

2) Arti sempit Staat Recht in Engeezin

Constitutional Law (Inggris) dimana menekankan pada konstitusi atau
hukum konstitusi dalam bidang Hukum Tata Negara.

Droit Constitutional dan Droit Administratif (Perancis) dimana
mempertimbangkan perbedaan antara Hukum Tata Negara dan Hukum
Administrasi Negara sebagai titik awal.

Verfassnugrecht dan Vervaltingrecht (Jerman) yang sama dengan di
Perancis.

Bagi Indonesia tentunya mempunyai hubungan dengan Hukum Tata
Negara Belanda dengan istilah State Recht atau Hukum Negara/ Hukum
Tata Negara

Definisi Hukum Tata Negara

1) Van Vallenhoven: Hukum Tata Negara mengatur hierarki masyarakat
hukum, baik yang berada di tingkat pemerintah pusat maupun
pemerintah daerah, serta menetapkan wilayah yurisdiksi mereka.
Selain itu, hukum ini menetapkan badan-badan yang berwenang di
dalam masyarakat hukum tersebut beserta fungsi-fungsinya, serta
menetapkan struktur dan kewenangan masing-masing badan
tersebut.

1 Bewa Ragawino, Hukum Tata Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan llmu Politik Universitas

Padjajaran, 2009, him.12



BAB 2
PRINSIP KONSTITUSI BAGIAN DARI
OBIJEK KAJIAN HUKUM TATA NEGARA

A. SEJARAH PENGEMBANGAN KONSTITUSI

Pada suatu negara di dunia pasti mempunyai konstitusi, karena konstitusi
merupakan salah satu syarat penting untuk mendirikan dan membangun
suatu negara yang merdeka, oleh karenanya begitu pentingnya konstitusi itu
dalam suatu negara. Konstitusi merupakan suatu kerangka kehidupan politik
yang sesungguhnya telah dibangun pertama kali peradaban dunia dimulai,
karena hampir semua negara menghendaki kehidupan bernegara yang
konstitusional, adapun ciri-ciri pemerintahan yang konstitusional diantaranya
memperluas partisipasi politik, memberi kekuasaan legislatif pada rakyat,
menolak pemerintahan otoriter dan sebagainya. Dalam catatan sejarah
mengenai timbulnya negara yang konstitusional merupakan proses panjang
dan selalu menarik untuk dikaji dalam membangun sebuah pemerintahan
yang konstitusional. Dimulai sejak jaman Yunani yaitu masa Aristoteles yang
telah berhasil mengumpulkan begitu banyak konstitusi dari berbagai
negara.*

Pada mulanya konstitusi itu dipahami sebagai kumpulan peraturan serta
adat kebiasaan semata-mata pada suatu peradaban, kemudian memperoleh
tambahan arti sebagai suatu perkumpulan ketentuan serta peraturan yang
dibuat oleh para Kaisar. Selain sebagai peraturan yang dibuat oleh Kaisar, di
dalam konstitusi juga termasuk memuat pernyataan-pernyataan atau
pendapat dari para ahli hukum/negarawan, serta adat kebiasaan peradaban
setempat, termasuk di dalamnya adalah undang-undang. Pada masa
peradaban Roma konstitusi mempunyai pengaruh begitu besar sampai pada
abad pertengahan, sehingga tercetuslah inspirasi kehidupan demokrasi
perwakilan yang cukup kuat hingga melahirkan paham demokrasi perwakilan
dan nasionalisme, dari sinilah sebagai cikal bakal munculnya paham
konstitusionalisme modern dalam sebuah negara. Dalam mendirikan sebuah
negara sedikitnya diperlukan unsur-unsur sebagai berikut:*

42 M. Agus Santoso, Perkembangan Konstitusi di Indonesia, Jurnal Yustisia Vol.2 No.3
September - Desember 2013, him.118
43 Ibid, him.118



BAB 3
LEMBAGA - LEMBAGA NEGARA

A. ISTILAH DAN PENGERTIAN LEMBAGA NEGARA

Di dalam kepustakaan Indonesia, lembaga negara digunakan dengan
istilah yang berbeda-beda, misalnya istilah organ negara, badan negara, dan
alat perlengkapan negara, namun maknanya sama. Dalam kepustakaan
Inggris, lembaga negara disebut dengan istilah political institution, sedangkan
dalam terminologi bahasa Belanda disebut staat organen. Di dalam Kamus
Besar Bahasa Indonesia terdapat istilah lembaga pemerintah yang diartikan
sebagai badan-badan pemerintahan di lingkungan eksekutif. Jika kata
pemerintah diganti dengan kata negara, sehingga menjadi lembaga negara,
maka hal itu berarti badan-badan negara di lingkungan pemerintahan negara.
Jadi tidak hanya badan eksekutif, tetapi juga badan legislatif, judikatif, dan
badanbadan negara lainnya. Kamus istilah hukum Fockema Andreae,
menerangkan bahwa kata orgaan berarti “alat perlengkapan”. 8

Sedangkan alat perlengkapan berarti “orang” atau “majelis” yang terdiri
dari orangorang yang berdasarkan undang-undang atau anggaran dasar
berwenang mengemukakan dan merealisasikan kehendak badan hukum.
Selanjutnya diterangkan bahwa negara dan badan pemerintahan rendah
mempunyai alat perlengkapan, yaitu mulai dari raja (presiden) sampai pada
pegawai yang terendah. Para pejabat itu dapat dianggap sebagai alat
perlengkapan. Tetapi, perkataan ini lebih banyak digunakan untuk badan
pemerintahan tinggi dan dewan pemerintahan yang mempunyai wewenang
yang diwakilkan secara teratur dan pasti. Dengan demikian, Fockema
Andreae menerangkan pengertian alat perlengkapan negara secara luas dan
sempit. Pengertian secara luas maksudnya bahwa alat perlengkapan negara
meliputi semua pegawai yang ada dalam negara, dari presiden sampai
dengan kepala desa (lurah), baik yang bersifat tunggal maupun kolegial
(merupakan suatu badan atau majelis). Alat perlengkapan negara yang
bersifat tunggal, misalnya kepala negara, kepala pemerintahan, kepala
daerah, dan kepala desa. Sedangkan yang bersifat kolegial, misalnya MPR,
DPR, DPD, MA, MK, Komisi Yudisial, Komisi Pemilihan Umum, DPRD, dan lain-
lain. Dalam arti sempit, karena terminologi alat perlengkapan negara pada
umumnya digunakan untuk badan-badan negara di tingkat pusat dan badan

78 Made Nurmawati, | Nengah Suantra, Luh Gde Astaryani, Hukum Kelembagaan Negara,
Fakultas Hukum Unud, Bali, 2017, him.3



BAB 4
SUMBER HUKUM TATA NEGARA

A. PENGERTIAN SUMBER HUKUM TATA NEGARA

Sumber HTN terbagi 2 (dua), yaitu sumber hukum material dan sumber
hukum formal. Sumber hukum dalam arti materiil adalah sumber hukum yang
menentukan isi hukum, sedangkan sumber hukum dalam arti formal adalah
sumber hukum yang dikenal dari bentuknya, ketika bentuknya menyebabkan
hukum berlaku umum, diketahui, dan ditaati. Selain sumber hukum material
dan sumber hukum formal, L.J. van Apeldoorn menjelaskan bahwa terdapat
pula faktor-faktor yang membantu dalam pembentukan hukum, vyaitu
perjanjian, yurisprudensi, dan ajaran hukum (communis opinio doctorum).
Sumber HTN Indonesia adalah sebagai berikut:1®
1. Sumber hukum materiil, yaitu Pancasila
2. Sumber hukum formil, terdiri dari:

a. UUD 1945 (baik Pembukaan maupun Pasal-Pasalnya) dan peraturan
perundang-undangan lain yang mengatur/memuat
ketentuanketentuan ketatanegaraan, yang terdiri dari:

1) UUD 1945 (baik Pembukaan maupun Pasal-Pasalnya).

2) Ketetapan MPR/MPRS.

3) UU dan Peraturan Pemerintah Pengganti UU.
4) Peraturan Pemerintah.

5) Peraturan Presiden.

6) Peraturan Menteri.

7) Peraturan Daerah.

b. Konvensi Ketatanegaraan
c. Traktat (Perjanjian Internasional).

Selain sumber hukum materiil dan sumber hukum formal HTN Indonesia,
maka berdasarkan pendapat L.J. van Apeldoorn, terdapat pula faktor-faktor
yang membantu dalam pembentukan HTN Indonesia, yang terdiri dari
perjanjian, yurisprudensi, dan ajaran hukum (communis opinio doctorum)
yang memuat ketentuan-ketentuan ketatanegaraan. Memahami sebuah ilmu
dalam Proses globalisasi merupakan hal lain yang perlu diamati kaitannya
dengan ilmu hukum. Kelahiran hukum modern berkaitan sangan erat dengan

105 Amiek Soemarmi; Sekar Anggun G. Pinilih, Hukum Tata Negara (Buku Ajar), Undip
Press, Semarang, 2018, him30



BAB 5
PEMERINTAH DAERAH
DAN OTONOMI DAERAH

A. ASAS — ASAS DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

DAN OTONOMI

Banyak hal yang terkait dengan pembahasan tentang daerah dan
pemerintah daerah, baik dari sisi system pemerintahan daerah, stuktur
pemerintahan daerah, asas penyelenggaraan pemerintah daerah, prinsip
pemerintah daerah, dan bahkan juga pembahasan tentang hubungan antara
pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Sehingga pembahasan tentang
daerah dan pemerintah daerah selalu menjadi hal yang sangat menarik untuk
di bahas dan diperdebatkan untuk perbaikan dan pembaharuan
penyelenggaraan pemerintah ke depan, apalagi dengan kondisi masyarakat
daerah yang semakin hari semakin aktif, kritis dan dinamis pada saat ini,
mengharuskan pemerintah untuk selalu melakukan inovasi — inovasi dalam
system dan proses penyelenggaraan pemerintah daerah.#

Dari sisi bentuk negara, maka pada prinsipnya Indonesia merupakan
suatu negara dengan bentuk negara kesatuan, sebagai negara kesatuan
tentunya mengakui keberadaan dari pemerintahan daerah dalam system
pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia. Keberadaan pemerintah
daerah semakin hari semakin dirasakan urgensinya dalam suatu
pemerintahan negara baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat daerah
itu sendiri, Tarik ulur tentang pembagian kewenangan antara pemerintah
pusat dan pemerintah daerah juga semakin kuat, kompleks dan dinamis. Oleh
karena itu, suatu negara dengan bentuk kesatuan seperti negara Indonesia ini
pada umumnya terdapat komponen pemerintah daerah. Pada hakekatnya
pemerintah daerah di Indonesia merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari system pemerintahan nasional, hal ini disebabkan karena pemerintah
daerah merupakan sub system pemerintah nasional, sehingga untur
pemerintahan nasional dengan unsur pemerintah daerah merupakan satu
kesatuan yang tidak terpisahkan satu sama lainnya, khususnya dalam
kerangka negara kesatuan Republik Indonesia. Sehubungan dengan
keberadaan pemerintah daerah tersebut, maka menurut pendapat Koswara

148 Rahyunir, Asas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Dekonsentrasi, Desentralisasi
dan Tugas Pembantunya), Nusamedia, Yogyakarta, 2018, him. 1



BAB 6
LEMBAGA KEPRESIDENAN

A.

1.

PRESIDEN DAN LEMBAGA KEPRESIDENAN
Presiden dan Lembaga Kepresidenan
UUD 1945 baik sebelum maupun sesudah perubahan memandang dan

menempatkan Presiden dan Wakil Presiden sebagai sebuah dwitunggal. Hal
itu dapat ditelusuri dari beberapa pasal dalam UUD 1945 maupun undang-
undang turunannya yang mengatur Presiden dan Wakil Presiden dalam satu
kesatuan tak terpisahkan, sebagai berikut:!’®

a)
b)

d)

e)

Pasal 6 ayat (1) UUD 1945 (asli): Presiden ialah orang Indonesia asli.

Pasal 6 ayat (1) UUD 1945 Perubahan Ketiga: Calon Presiden dan Wakil
Presiden harus seorang warga negara Indonesia asli sejak kelahirannya
dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya
sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara jasmani
dan rohani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden
dan Wakil Presiden. Menyangkut masalah kewarganegaraan, UUD 1945
sebelum perubahan hanya mensyaratkan Presiden harus orang Indonesia
asli sementara Wakil Presiden tidak diatur. Namun setelah perubahan
UUD 1945, syarat kewarganegaraan antara Capres maupun Cawapres
tidak dibedakan bahkan dirumuskan dalam satu ayat serta ditambah
dengan persyaratan lain yang juga sama.

Pasal 6A ayat (1) UUD 1945 Perubahan Ketiga: Presiden dan Wakil
Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Jimly
Asshiddigie menyatakan ketentuan mengenai satu pasangan ini
menunjukkan bahwa jabatan Presiden dan Wakil Presiden adalah satu
kesatuan pasangan Presiden dan Wakil Presiden. Keduanya adalah dwi-
tunggal atau kesatuan lembaga kepresidenan.

Bunyi sumpah atau janji Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana diatur
dalam pasal 9 ayat (1) UUD 1945 juga sama.

Persyaratan Calon Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana diatur
dalam pasal 5 UU Nomor 42 Tahun 2006 juga tidak berbeda antara
keduanya.

176 Rahmat Bakri, Urgensi Penataan Lembaga Kepresidenan, https://media.neliti.com/

ISSN 1411- 3341 (dikutif pada tanggal 26/01/2024), him.344
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BAB 7
HAK ASASI MANUSIA

A. KONSEP DASAR HAK ASASI MANUSIA

Manusia dan HAM adalah dua kata yang sulit untuk dipisahkan. Sejak
kelahirannya di bumi manusia lahir dengan membawa hak-hak kodrat yang
melekat integral dalam hidupnya. Pada dasarnya manusia adalah makhluk
bebas. Sebagaimana pendapat Jean Jaquas Rousseau bahwa manusia akan
semakin berkembang potensinya dan merasakan nilainilai kemanusiaan
dalam suasana kebebasan alamiah. Kebebasan merupakan tuntutan manusia
sebagai makhluk individu. Di sisi lain manusia adalah makhluk sosial. Manusia
tidak dapat hidup sendiri, dia selalu hidup di tengah-tengah sosialitasnya, baik
itu kelompok kecil masyarakat, suku, bangsa atau negara.?3

Dalam kedudukan manusia sebagai makhluk sosial inilah masalah HAM
menjadi sangat kompleks. Banyak benturan manusia yang satu dengan
manusia yang lain, kelompok yang satu dengan kelompok yang lain. Hak dan
kebebasan secara alamiah dimiliki setiap manusia. Dalam hidup berkelompok
hak ini diambil atau didelegasikan kepada kelompoknya untuk pengaturan
hidup bersama. Dalam perkembangannya kelompok masyarakat menjadi
semakin kuat, sehingga manusia hanya sebagai sub ordinasi dari tata
kehidupan yang berlaku. Hidup dan kebebasan manusia diabaikan untuk
kelompok. Saat itulah hak yang melekat pada manusia sudah terampas.
Menurut pemikir besar Rusia Nicolai Alexandrenovict Berdyaev, manusia
memang makhluk sosial, namun hidupnya tidak boleh semata-mata
diabadikan untuk kelompok. Hidup dalam kelompok akan bermakna apabila
kelompok mampu menambah kualitas kehidupan pribadi manusia, (Fuad
Hasan, 1989, 87-88). Konsep HAM mempunyai spektrum yang luas. Di satu
sisi ada pemikiran liberalis yang mendasarkan diri pada individualisme, di sisi
lain berkembang penolakan HAM dan kebebasan pada pemikiran sosialisme
yang menekankan kepentingan bersama dan negara. Hak asasi manusia yang
dianut Indonesia bersumber dari Pancasila sebagai filsafat bangsa dan negara.
Secara konseptual HAM yang terkandung dalam Pancasila mengakomodasi
aspek manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Pengakuan
tentang HAM secara prinsipal tercermin dalam sila kedua (Pancasila). Konsep
dasar HAM yang masih bersifat abstrak perlu dijabarkan dalam konsep yang
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BAB 8
DEMOKRASI, PARTAI POLITIK, DAN PEMILU

A. PENGERTIAN DEMOKRASI

1. Makna Dan Hakikat Demokrasi
Demokrasi sebagai suatu sistem telah dijadikan alternatif dalam berbagai

tatanan aktivitas bermasyarakat dan bernegara di beberapa Negara. Seperti

diakui oleh Moh. Mahfud MD, ada dua alasan dipilihnya demokrasi sebagai
sistem bermasyarakat dan bernegara. Pertama, hampir semua negara didunia
ini telah menjadikan demokrasi sebagai asas yang fundamamental. Kedua,
demokrasi sebagai asas kenegaraan secara esensial telah memberikan arah
bagi peranan masyarakat untuk menyelenggarakan Negara sebagai organisasi
tertingginya. Oleh karena itu, diperlukan pengetahuan dan pemahaman yang
benar pada warga masyarakat tentang demokrasi. Pengertian demokrasi
dapat dilihat dari tinjauan bahasa (epistemologis) dan istilah (terminologis).

Secara epistemologis “demokrasi” terdiri dari dua kata yang berasal dari

bahasa Yunani yaitu “"demos” yang berarti rakyat atau penduduk suatu

tempat dan “cretein” atau “cratos” yang berarti kekuasaan atau kedaulatan.

Jadi secara bahasa demos-cratein atau demos-cratos adalah keadaan Negara

di mana dalam sistem pemerintahannya kedaulatan berada di tangan rakyat,

kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat, rakyat

berkuasa, pemerintah rakyat dan oleh rakyat.?®3
Sementara itu, pengertian demokrasi secara istilah sebagaimana
dikemukakan para ahli sebagai berikut:

a. Menurut Joseph A. Schemer Demokrasi merupakan suatu perencanaan
institusional untuk mencapai keputusan politik dimana individu- individu
memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan kompetitif
atas suara rakyat

b. Sidney Hook Demokrasi adalah bentuk pemerintahan dimana keputusan-
keputusan pemerintah yang penting secara langsung atau tidak langsung
didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari
rakyat dewasa.

c. Philippe C. Schmitter dan Terry Lynn Karl Demokrasi sebagai suatu sistem
pemerintahan dimana pemerintah dimintai tanggung jawab atas tindakan
- tindakan mereka di wilayah publik oleh warganegara, yang bertindak
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